
NOMOR: 23

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TAHUN 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MAJALENGKA

DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6, Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan
Fungsi Unsur PenunjangPerangkat Daerah di Lingkungan
PemerintahKabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 195'0)sebagaimana telahdiubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah' Undang-UndangNo~mor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
KabupatenDalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang No,moI', 12 Tahun 20:11 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

3. Undang-Undang N,om,or5 Tahun2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (hembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomo,! 6" Tambahan Lembaran Negara Repub,lik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ... 2
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah '(Lembaran N'egara Republik
Indonesia Tahun20 14 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik In,d,onesiaNomor5587) sebagaimana
telah beberapa kati diu bah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintah,an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2,015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
N,egara Republik Indonesia N,omor567'9);

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tabun 2'005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nom'or 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ,4593);

6. Per:aturan Pemerintah N,omor 18 Tahun20 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten MaJalengka N,om,or 14 Tahun
2,016 tentangPembentukan ,dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kab1.lpatenMajalengkaTahun2016, Nomor14).,.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR
PENUNJANG PERANGKATDAERAH DI LIN'GKUNGAN
PEMERlNTAHKABUPATEN MAJALENGKA.,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peratura:nBupati iniyangdimaksuddengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

2.. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ,disingkat DPRDadalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. PerangkatD,aerah ,ad,alahunsurpembantuBupati danDPRDdalam.

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yangmenjadi kewenanganDaerah ,otonom.

,6. UrusanPemerintahan adalah kelruasaan pemerintahanyang menj.adi
kewenanganPresidenyangpelaksanaannya Idilakukan ,olehkementerlan
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas ... 3
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7. Tugas Pembantuan adalahpenugasan dan Pemerlntah Pusat kepada
D~erahuntukmelaksanakan sebagianUrusan Pemerintahanyang menjadi
kewenangan PemerintahPusat atau ,dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerahkabupaten untukmelaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang, menjadi kewenangan Daerah provinsi.

8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Majalengka.

9. UnsurPenunjangPerangkat Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah
yang memberik8n pelayananbagi organisasi Perangkat Daerah lain,
m,eliputi pelaksanaan fungsiperencanaan,keuangan,kepegawaian,
penelitianidanpengembangan, pendidikandan pelatihan,serta fungsi lain
sesuai deng~ ketentuan peraturan perundang~undangan.

BABII
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal2

SekertariatDaerah merupakanunsur staf yang ,dipimpin ,oleh seorang
Sekertaris Daerah berkedudukandibawahdan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagiaa Kedua
SUSUDan Organisasi

Pasal3

(1) SusunanOrganisasiSekretariat Daerah terdiri',dari :
,a. Sekretaris D,aerah.
b,. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
a). Sub Bagian Otonomi Daerah;
b). Sub BagianOtonomiDesa;,dan
c). Sub BagianBina Kecamatan.

2i. Bagian 'Organisasi,membawahkan :
a). Sub Bagian Penataan dan Ketatalaksanaan Organisasi;
b). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi;dan
c). Sub Bagian Penilaian ,dan Evaluasi Kinerja 'Organisasi.

3. Bagian Hukum, membawahkan:
,ale :SubBagianPengkajian ,dan PenyusunanProduk Hukum Daerah;
b). Sub, Bagian Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
c). Sub Bagian Dolrumentasi dan Informasi Hukum.

c. AsistenPembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
1. BagianPerekonomian ,danPembangunan, m,embawahkan:

a). Sub Bagian Evaluasi Rencana Program dan Pengendalian
Pembangunan;

b). Subl Bagian Bina Perusahaan Umum Daerah;dan
c). Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.

2. Bagian ... 4
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2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
a). Sub BagianPersiapan Pengadaandan Dolrumentasi Pengadaan;
b). Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan;dan
c). Sub Bagitan Sistem Pengadaan Elektronik.

3. Bagian Sosial Masyarakat,membawahkan:
,a).Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b). Sub Bagian Sosial Budaya;dan
c). Sub BagianBina Masyarakat.

d. Asisten Administrasi1 membawahkan :'
1. Bagian Umum, membawahkan:

a). Sub Bagian SekretariatPimpinan;
b)..SubBagian Rumah Tangga;,dan

c). ,Sub Bagian Kepe,gawaian ,dan Pemeliharaan.
2. Bagi8Jl Keuangan dan Pertanaban, membawahkan :'

a). Sub Bagian Keuangan;
b). Sub Bagian SaranaPrasaranadanAdministrasiPertanahan;dan

c).SubBagianPerencanaan, E\raluasi danPelaporan.

3,. Ba:gian Protokoler,membawahkan:
a) .Su b Bagian Protoko,l;
b). Sub Bagian Bina Pers dan SanteI;dan
c). SlibBagian DokumentasidanKetjasama.

e. Kelompok ,Jabatan Fungsional.

{2} Bagan 'StrukturOrganisasiSekretariat Daerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TugasPokok id.nFungsi

Pasal,4

(I) Sekertariat Daerah mempunyai tugas poko,k membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekertarlat Daerahdalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana
,dimaksud padaayat,(l), menyelenggarakantungsi :

a. pengooJ}dinasian penyusunankebij;akandaerah;

b. pengoo,rdinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

,d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipilnegara pada
instansidaerah; ,dan

e.. pelaksanaan fungsi lain y,ang ,diberikan olehBupati sesu:ai ,dengan
tugas dan fungs,inya.

BAB III ... 5
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DAB III
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal5

(1) Sekertarlat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin
oleh seorang Sekertaris DPRD.

(2) Sekretarlat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRDdan secara administratif
bertanggung jawabkepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan'Organisasi

Pasa16

fl} Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD.
b. Bagian Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.

c. Bagian Keuangan danSarana, membawahkan :
1. Sub BagianPerencanaan dan Anggaran;
2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Aset;dan
3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifl.kasi.

d. Bagian LegislasidanDokumentasi Hukum, membawahkan :
1. Sub Bagian Legislasi ,dan Perundang-undangan;
2. Sub BagianRisalah dan Persidangan;dan
3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi Hukum.

e. Kelompok JabatanFungsionaL

(2) BaganStruktur OrganisasiSekretariat DPRD sebagaimanadimaksud
padaayat (1) tercantumdalamLampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasa17

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatandan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta ..menyediakan dan mengoordinasikan tenaga
ahliyang diperlukan olehDPRD' dalam melaksanakanhak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekretariat ... 6
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(2) Sekretarlat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud padaayat(l) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraanadministrasikesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraanadministrasilkeuangan DPRD';'

c. fasilitasi periyelenggaraan rapat DPRD;dan
d. penyediaan danpengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

BAB,IV
IN'SPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

PasalS

Inspektoriat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawahdan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah.

BagianKedua
SusunaD'Organisasi

Pasa19

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

8.. Inspektur.

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. InspekturPembantuWilayah I.

d. InspekturPembantu Wilayah II.

.e. Inspektur Pembantu.Wilayah Ill.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) BaganStrukturOrganisasi lnspektorat sebagaimana ,dimaksu,dpadaayat
I(1) tercantum ,dalam Lampiran IIIPeraturanBupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas PokokdaD Fungsi

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok m,embantu Bupati membina ,dan
mengawasi pelaksanaanu.rusanpemerintahanyang, 'menj,adikewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat ... 7
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(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
padaayat( 1)menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan k!ebiJakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaanpengawasanuntuk tujuan tertentuataspenugasan
bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaanadministrasi inspektorat;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh bupati terkaitdengan
tugas dan fungsinya.

BABV
BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa.l11

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan
d,an pelatihanyangmenjadikewenangan ,daerahd,an tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah, dipipimpin ,oleh .seorang Kepala Badan
berkedu1dukan ,dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimela1ui
'SekretarisDaerah.

Bagian Kedua
SUSUIlaD Organisasi

Pa:sal12

(1) Susunan O'rganisasi Badan Kepeg~waian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dan :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat,membawahkan:

1. ,Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. BidangData Informasi, Pengadaandan Pemberhentian Pegawai,
membawahkan:

1. Sub Bid,an,gData Informasi Pegawai;"dan

2. Sub B'idang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.

d.Bidang .,. 8
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d. Bidang Penilai~n Kinerja dan Mutasi Pegawai, membawahkan :

1. Sub Bidang Penilaian Kinerja,dan Kepangkatan Pegawai;dan

2. Sub Bid<ang Mutasi ,dan KompetensiPegawai.

e. Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai,
membawahkan :

1. Sub Bidang Pengelolaan Gaji ,d,an Kesejahteraan Pegawai;dan

2. Sub BidangPembinaanPegawai ,dan PengembanganKorps Aparatur
Sipil Negara.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :

1. Sub BidangPengembangan Pendidikan dan Pelatihan;dan

2. Sub BidangPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia.

g. Kelompo'k Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana ,dirnaksud padaayat (1) tercantum
dalamLampiran IV Peraturan Bupati ini.

BagianKetiga
Tugas Pokok dan Fungsl

Pasal13

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok membantuBupati ,dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan ,dibidangKepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan.Daerah dan Tugas Pembanrnan yang,
diberikan kepada Daerah.

(2) BadanKepegawaiandan PengembanganSumber Daya Manusiadalam
melaksanakan tugas pokoksebagairnana dimaksud padaayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunankebi~lakan telmis dibidangKepegawaian,. Pendidikan dan
Pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian,
PendidikandanPelatihan;

c. pem,antauan, ,evaluasi,danpelaporan pelaksanaan tugasdukungan
teknis ,dibidangKepegawaian,Pen,didikandanPelatihan;

d. pembinaan teknis penyelengg~aan fungsi-fungsi penunjang Drusan
Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatih,an;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang,diberikanoleh bupati sesuaidengan
tugas ,dan fungsinya.

BAB VI .... 9,

f
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BABVI
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal14

BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
merupakan unsurpenunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yangmenjadikewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikankepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SUSUDan 'Organisasi

PasallS

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat,membawahkan:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan:
1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan;dan
3. Sub Bidang Kemiskinan.

d. Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur,
membawahkan :
1. Sub Bidang Penataan RuangdanMitigasi;
2. Sub Bidang Infrastruktur;dan
3. Sub BidangPermukiman.

e. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
1. Sub Bidang Produksi;
2. Sub Bidang Distribusi;dan
3. Sub Bidang Ekonomi Kreatif.

f. Bidang Penelitian ,dan Pengembangan,membawahkan:
1. Sub Bidang Data;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Program.

g. Kelompok JabatanFungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BadanPerencanaanPembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam. Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BagiaD... 10
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Bagian Ketiga
Togas Pokokdan Fungsi

Pasal16

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang8n Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang menjadikewenangan Daerah ,dan Tugas Pembantuan
yangdiberikan kepadaDaerah.

(2) Dalammenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Badan Perencanaan PembangUnan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis dibidangperencanaan,penelitian d'an

pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknisdibid,ang perencanaan, penelitian

dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknispenyelenggaraan fungsi....fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah ,dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;,dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BABW
HADAN KEUAN'GAN DAN ASETDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasalt7

Badan Keuangan dan Aset Daerahmerupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan ,dibidang keuangan yangm,enjadi kewenangandaerahdan tugas
pembantuan yangdiberikankepada Daerahdipimpinoleh seorang Kepala
Badanberkedudukan dibawab dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui
Sekretarls Daerah.

Bagian Kedua
SusuDan 'Organisasi

PasallS

(1) SusunanOrganisasi BadanKeuangan dan AsetDaeTah terdirl dati :

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub BagianUmum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3 . Sub Bagian,Perencanaan,Evaluasi danPelaporan.

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:
1. Sub Bidang Pajak;dan
2. Sub Bidang Retribusi.

d. Bidang.... 11
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d. Bidang Pendapatan Lain-lain; membawahkan:
1. Sub Bidang Dana Transfer Daerah;dan
2. Sub Bidan-g Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah.

e. BidangPajakBumi dan Bangunandan Sea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;dan
3. Sub BidangPelayanan Keberatan.

f. Bidang Anggaran, membawahkan:
1. Sub BidangPenyusunan Anggaran;dan
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Sub Bidang Belanja;
2. Sub Bidang Akuntansi;dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

h. Bidang Aset, membawahkan :
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;dan
2. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TugasPokok dan Fungsi

Pasal19

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepadaDaerah.

(2) Dalammenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksuddalamayat
(l},BadanKeuangan ,dan AsetDaerahmenyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan telmis dibidang keuangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
c. pemantauan,evaluasi, ,dan pelaporanpelaksanaan tugas dukungan

teknis dibidang keuangan;
,d. pembinaan teknis penyelenggaraan fun,gsi-tungsi penunjang Urusan

PemerintahanDaerahdibidangkeu'angan;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

DAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa120

Uraian tugas pokok dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur
dalam PeraturanBupati tersendiri.

BAB IX ... 12

f
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DAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa121

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomoi 1 Tahun2010 tentang Pembentukan
Unit LayananPengadaan(ULP) Barangj Jasa Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasa122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkandi Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan (~.iMajaleIlgka .
pada tanggal 27 Desam.oer 2016

Salinan sesuaidengan Aslinya,.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

GUN.GUN .M.D., S.H.,M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1003
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LAMPIRAN 1 PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR : 20Tahun2016
TANGGAL : 27 Desember. 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSU-NANORGANISASI, TUGAS POKOK DAN.FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DABRAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASJ
SEKRE'tARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

I SEKRETARISDAERAH I
L ... _____ .. __ .......... ________ ......... __ j STAFAHLI

I ft tJKELOMPOK JA8ATAN
FUNGSIONAl tJ

I I I I
I I I

I I
ASISTEN PEMERINTAHAN I I ASISTEN PEMBANGUNAN DAN I ASISTEN ADMINISTRA$I IKESEJAHTERAN RAKYAT

1 I
I I 1 I I f

BAQAN II BAGIAN

I ~
BAGIAN I BAGIAN 'AGIAH 8AGIAN BAGIAN BAGtAN

I
BAGIAN

TATA PEMERINTAHAN ORGANISASI HUKUM EKONOMI DAN LAYANAN PENGADAAN SOSIAL UMUM KEUANGAN DAN PROTOKOLER
PEMBANGUNAN BARANG DAN .JASA MASYARAKAT PERTANAHAN

L- C L-. I ( L- L- f I

SUB DAGIAN SUB BAGtAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUB 8AGtAN SUB.SAGIAN SUB BAGIANSUBBAGIAN PENATAAN8l PENGI<AJIAN&. EVAlUASI RENCANA PE~IAPAN KESEJAHTERAAN . SEKRETARIAT SUB BAGIAN
OTONOMI KfTATALAKSANAAN PENvtJSUNAN PROOUK I- pR,OGRAMOAN PENGADAAN DAN - RM:fAT PIMPINAN KEUANGAN 10- PROTOKOL -DAERAH ORGANlSASI HuKUM OAERAH pfNGENDAIJAN OOKUMENTASI

pfMBANGUNAN PENGADAAN

SUBBAGIAN StJS BAGIAN SUS SAGIAN SUB BAGtAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN
SUBBAGIAN PEMBINMN DAN ADVOKASl HUKUM SUB 8AG1AN

OTONOMIDESA pENGEMBANGAN I- DAN HAM - BlNA PERUMOA pEI.AKSANA - SOSIAL BUDAYA RUMAH SARANA pRASARANA BINA PERS PAN -DAN AOMINISTAASI -
ORGANISASI LAYANAN TANGGA SANTEl

pENGADAAN PEfUANAHAN

~

SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SU9BAGIAN SUB BAGIAN suaaAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUBBAGIAN PENllAIAN DAN OOKUMENTASI PENGEN OAUAN SISTEM B1NA KEPEGAWAIAN PERENCANAAN, OOKUMENTASI

BINA DAN INFORMASI PENGAOAAN - i- DAN EVALUASI DAN - -eJAlUASI KlNERlA - INFLANSI DAERAH - MASYARAKAT DAN KERJASAMAKECAMATAN ORGANlSASI HUKUM ELEKTRONlK PEMELlHARAAN PELAPORAN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAHiKABUPATEN MAJALENGKA,
"A

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAlt HUKUM,

GUN GUN M.D., S.R., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

-? - :ps::~~] ..gl (.~.;:~
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LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAJALENOKA
NOMO'R : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG ; KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

I. SEKRETARIS DPRD I
, ~

r
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

I I I I I I
I I I I

BAG IAN
BAGIAN BAGIAN

KEUANGAN DAN LEGISLASI DANUMUM SARANA DOKUMENTASI HUKUM

I I
SUB 8AGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN

TUDAN -- PERENCANAAN DAN - LEGISLASI DAN
KEPEGAWAIAN ANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN

~

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA - PEMELIHARAAN DAN - RISALAH DAN -

ASET PERSIDANGAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
FASILITASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN;ALAT KELENGKAPAN - - -

DPRD DAN VERIFIKASI DOKUMENTASI HUKUM

BUPATIMAJALENGKAt
ttd

SUTRISNO

, SBKRETARIS DAERAH
\ KABUPA~ALENGKA; .,

/
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LAMPI RAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG :', KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA

I INSPEKTUR I
I

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONALKHUSUS: I I I

1. AUDnOR SUBBAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
2. P2UPD UNUM KEUANGAN PEP

I I I I
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEkTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAHI WILAYAH II WILAYAH III WlLAYAHIV

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

t SEKRETARIS DAERAH
. KABUPAmlf MAJkLENGKA,

)

._ "AHMA8 SODIKlH
Salinansesuai dengan Aslinya,

KBPALA BAGIAN aUKUM, ~

GUN GUN M.D •• 8.H •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKANt SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA

I KEPALA BADAN 1
SEKRETARIAT

I
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

R=R
I

SUBBAGIAN
UMUM

i
SUBBAGIAN
KEUANGAN

1

SUB BAGIAN
PEP

I
BIDANG

DATA INFORMASI, PENGADAAN
DAN PEM8ERHENTIAN

PEGAWAI

L
BIDANG

PENILAIAN KINERJA DAN
MUTASI PEGAWAI

I
BIDANG

PENGELOLAAN GA:lI,
KESEJAHTERAAN DAN
PEMBJNAAN PEGAWAl

I
BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

BUPATI MAJALENGKA.

ttd

SUBBIDANG
PEMBINAAN PEGAWA! DAN

PENGEMBANGAN KORPS ASH ..--

SUTRISNO

P 8BKRETARI8 DAERAH
\ KABUPATEN MA9LENGKA.

\Jj'
) AJiiW, SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN_HUKUM:;~

to--
SUBBIDANG

PENGEM8ANGAN
PENDIDIKAN DAN

PELAnHAN

I

SU8BIDANG
PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN
PELAnHAN SDM

~

I
SUBBIDANG

PENGELOLAAN GAll DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

I---

I--

l

SUB BIDANG
MUTASIDAN

KOMPETENSI PEGAWAI

SUB BIDANG
PENILAIAN KIHERJA DAN
KEPANGKATAN PlGAWA!

I---

I---

I
SUBBIOANG

DATA INFORMASI
PEGAWAI

SUB BIDANG
PENGADAAN

DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI

GUN GUN MeD., 8.H •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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LAMPI RAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH .

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

PATI MAJALENGKA.

ttd

SUTRISNO

BKRBTARIS DAERAR~Y;;;KAt
IAB:-mN
an sesl.1ai dengan As1inya~

mPALA. B.. A.~. K11M.--t

c:::=:::: ,,/
GUN GUN M.D ••.8.8 •• M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

I KEPALA BADAN I
f

SEKRETARIAT

KEL.OMPOK JABATAN t
FUNGSIONAL r J I

I I I SUBBAGIAN SUB BAG IAN SUB BAGIAN
I I I UMUM KEUANGAN PEP

I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PERENCANAAN PELAYANAN PERENCANAAN PENATAAN PERENCANAAN PENELITIAN DANDASAR DAN KESEJAHTERAAN RUANGDAN
RAKYAT INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN PENGEMBANGAN

I t I
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENDIDIKAN ---. PENATAAN RUANG DAN I--- SUB BIDANG - SUBBIDANG -

MmGASI PRODUKSI DATA

SUBBIDANG - SUBBIDANG SUBBIDANG SU8BIDANG
'KESEHATAN INFRASTRUKTUR - DISTRIBUSI - EVALUASI DAN ANALISA -

SUB.BIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SUB BIDANG

1-~ !""-- PENGEMBANGAN
KEMISKINN PERMUKIMAN EKONOMI KREATlF - PROGRAM
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 20 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERlliTAH KABUPATEN MAJALBNGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SU8BAGIAN
PEP

BIDANG
PENDAPATAN ASLI

DAERAH

BIDANG
PENDAPATAN LAIN ...

LAIN
BIDANG

PSI DAN BPHTB
BIDANG

ANGGARAN
B%DANG

PERBENDAHARAAN
BIDANG
ASET BUPATI MAJALENGKA,

ttd

~-ODIKl1f
Salitlan sesuai dengan }\slinya,
KEPALA BAOIAN' HUKUM,

~~

SUTRISNO

I SBKRBTARIS DAERAH
'KABUPATEN MAJ'AJtBNGKA.,

SUBBIDANG
PENATAUSAHAAN

ASET

SU8BIDANG
PENDAYAGUNAAN
DAN PENGAMANAN

ASET

SUBB!DANG
AKUNfANSJ

SUB BtDANG
BELANJA

SUBBIDANG
PENGELOLAAN KAS

DAERAH

SUBBIDANG
PENYUSUNAN
ANGGARAN

SUBBIDANG
PENGENDAUAN
ANGGARANSUB BIDANG

PELAYANAN
KEBERATAN

SUBBIDANG
PBI

SUB BIDANG
BPHTB

SUBBIDANG
DANA TRANSFER

DAERAH

SUBBIDANG
PENDAPAfAN
PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAERAH

SUB BIDANG
PAJAK

SUB BIDANG
RETRIBUSI

GUN GUN MeDuS.H.t M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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